BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberian saksi pidana adalah upaya Upaya pencegahan dan
penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi
juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif), bahkan kebijakan legislatif ini
merupakan tahap paling strategis dari penal policy, karena itu,
kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang
menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada
tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan penanggulangan terhadap malpraktik profesi medis atau
malpraktik di bidang kesehatan ini, selain diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Selain itu, untuk memberikan
perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan,
dokter, dan dokter gigi (profesi medis)

Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merumuskan banyak tindak pidana di
bidang kesehatan, yakni dari Pasal 190 sampai dengan 200.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 menggunakan sarana
“penal” (hukum pidana) untuk menanggulangi kejahatan malpraktik profesi
medis. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 perbuatan-perbuatan

yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah melakukan praktik atau
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pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak
memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat
darurat; melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan
yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien
yang dalam keadaan gawat darurat; memperjualbelikan organ atau jaringan
tubuh; melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah
identitas  seseorang; melakukan aborsi; memperjualbelikan  darah;
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang
tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau
kemanfaatan, dan mutu; memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar; melakukan praktik
kefarmasian namun tidak memiliki keahlian dan kewenangan; memproduksi
atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk
gambar; melanggar kawasan tanpa rokok; menghalangi program pemberian air
susu ibu eksklusif.

Subjek tindak pidana Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dapat
berupa orang perorangan maupun korporasi. Di samping itu, ada pula subjek
yang bersifat khusus, yaitu pimpinan fasilitas, dokter, dokter gigi, serta tenaga
kesehatan lainnya.

Kebijakan sanksi pidana dan pemidanaannya, yakni jenis sanksi
dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, dan penjara dalam waktu

tertentu), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan status badan
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hukum). Jumlah lamanya pidana bervariasi : untuk denda berkisar antara 50
juta - 1,5 milyar untuk sanksi pidana dalam Undang-Undang Kesehatan
sedangkan untuk sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan
secara kumulatif (terutama penjara dan denda). Ada pemberatan pidana
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Sanksi pidana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tidak
terlepas dari tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut. Tetapi di sisi lain
masalah kualifikasi tindak pidana, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tidak menyebutkan/ menegaskan kualifikasi tindak pidana dalam
Undang-Undang tersebut, apakah termasuk ke dalam kejahatan atau
pelanggaran. Kebanyakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 dirumuskan secara kumulatif, yakni pidana penjara yang
dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah
karena perumusan kumulatif bersifat imperatif dan kaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dirumuskan
ancaman pidana yang berorientasi pada sistem maksimal. Hal ini lebih efektif
bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tergantung berat-ringannya

perbuatan.

. Saran
Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
kesehatan tidak menyebutkan/ menegaskan kualifikasi tindak pidana dalam

Undang-Undang tersebut, apakah termasuk ke dalam kejahatan atau
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pelanggaran, sehingga di masa mendatang undang-undang kesehatan yang
baru harus menentukan jenis tidak pidana, apakah merupakan tindak pidana
kejahatan atau pelanggaran sehingga nantinya akan mempermudah hakim
untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan atau pelaku

pelanggaran.
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